REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN PELAKSANAAN
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH NEGARA PALESTINA
TENTANG
FASILITAS| PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU
YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA

Pemerintah Republik Indonesia (“Indonesia”) dan Pemerintah Negara Palestina
(“Palestina”), (“seianjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara
bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")

MERUJUK PADA Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan

untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina yang :
ditandatangani di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 12 Desember 2017, Il

SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di b
masing-masing negara. il

TELAH MENYEPAKATI pengaturan sebagai berikut: &

PASAL 1
DEFINISI
Untuk tujuan Pengaturan Pelaksanaan ini, istilah:

a. “Tarif" adalah bea masuk yang ditetapkan dalam daftar tarif nasional
Indonesia. 4
b. “Produk-produk” adalah produk-produk yang seluruhnya %
diperoleh/diproduksi, atau sedang dirakit, termasuk produk yang nantinya
digunakan untuk proses produksi lainnya.
K




PASAL 2
PENGHAPUSAN TARIF
Indonesia wajib menghapus tarif untuk produk-produk sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | pada Pengaturan Pelaksanaan ini.

PASAL 3
KETENTUAN ASAL BARANG
Ketentuan Asal Barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il wajib
berlaku bagi produk-produk yang tercantum dalam Lampiran | untuk memenuhi
syarat penghapusan tarif.

PASAL 4
STANDAR, REGULASI TEKNIS DAN PROSEDUR PENILAIAN
KESESUAIAN (STRACAP) DAN TINDAKAN SANITARY ATAU
PHYTOSANITARY (SPS)

Dalam hal pemanfaatan penghapusan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 2,
produk-produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran | di Pengaturan
Pelaksanaan ini wajib sesuai dengan STRACAP dan tindakan SPS yang
diterapkan di Indcnesia.

PASAL §
LAMPIRAN
Lampiran-lampiran pada Pengaturan Pelaksanaan ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pengaturan Pelaksanaan ini.

PASAL 6
KONTAK PENGHUBUNG
Masing-masing Pihak wajib menunjuk satu penghubung untuk memfasilitasi
komunikasi termasuk konsultasi diantara Para Pihak atas setiap hal yang
terkait dengan Pengaturan Pelaksanaan ini, sebagai berikut:

- Direktorat Perundingan Bilateral, 'Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik
Indonesiz;

Direktorat Jenderai Perdagangan, Kementerian Perekonomian
Nasional, Negara Palestina;
Suatu Pihak wajib segera memberitahukan kepada Pihak lainnya atas
setiap perubahan pada rincian penghubung.







